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PEMEzuNTAH KABUPATEN LAMANDAU
IDINAS SOSIAL

Menimbang

Mengingat

I'EPUTUSAI5
XEPALII, DINAS SOSIAL KABUPATEIT LILUANDAU

Nomor I OSZI ot.^ /DITSOS.A/I|2(D5

TENTANG

PEITUilJI'KAI5 PE'ABAT PEI{GADAAIT BARAIIG/ JASA
DI LINGKUNGAJY DIITAS SOSIAL NABT'PATEN L/Itr4.!TDAU

TAIilIT A"TGGARAIT 2(25

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pendapatan
belanja daerah Tahun 2025, dipandang perlu menunjuk dan
mengangkat pejabat pengadaan barang/jasa;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada hurup a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamandau Tahun Anggaran 2025.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 20O2

tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Ta;rft:,ahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4236);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor O5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahrurl 2OI4
tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 20O4

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomsr 14O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor O3 Tahun
2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahrun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ia.mandau (Berita
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 824);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamaqdau Nomor 8 Tahun
2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 27ll;dan

12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4L Tahun 2024
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O25 (Berita Daerah Nomor 947).

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas
Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2O25 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini yang merrpal<an bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pejabat Pengadaan Baralg / Jasa sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM PERTAMA keputusan ini bertugas membantu Kepala
Dinas selaku Pengguna Anggaran dalam hal Pengadaan Barang /
pekedaan kontruksi / Jasa lainnya dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
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Diaas Sostal
Lamandau
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NO. NAIUA/NIP JABATAIT KETERANGA.IT

1 G ADI NUGROHO, S, Si
NIP. 19800219 200ao2 1002
AGUN Kepala bidang

Perlindungan dan
jaminan sosial

Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa


